
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355 ); 
4. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 20 l I ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lomba.ran Negara 

Rcpublik lndonesia Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah [Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik tndcnesla 

Nomor 5587) scbagairnana tclah diubah beberepa kali terakhir 

ten tang 2004 

BUPATI WONOSOBO, 

bahwa untuk mclaksanakan ketcnruan Pasal I 35 dan Pasal I 40 
ayat \3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 

2017 tcntang pcngclolaan Barang Milik Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemuanahan dan 

Pcnghapusaa Barang Milik Dacrah; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Ltntang Keuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Nega.ra 

Republik Indonesia Nomor 4286 ); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E:SA 

TENTANG 

TATA CARA PE:MUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN 
BARANG MILIK DAERAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR .:Jb TAHUN 2017 

BUPATI WONOSOBO 
PROVI.NSI JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN DAN 
PENGHAPUSAN BARA.NG MILIK DAERAH. 

MEMIJJ'USKAN : 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta.hun 2014 
tentang Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Negara Republik 

tndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Kcuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
7. Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerab (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 20 L4 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah 
diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teruang 
Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tabun 2016 
tentang Pedoman Pcngelolaan Barang Milik Daerah; 

10. Peraturan Daerab Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tabun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupatea Wonosobo 
(Lembaran Daerab Kabupateo Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lcmbru:an Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

IL Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 20 l 7 Nomor 4, ('l'ambahan 

Lembaran Dnerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 

Menetapkan 



Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
L. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemcrintahan 

Daerah yang memlmpio pelaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi 
kewenangan Daerab otonom. 

4, Bupati adalah Bupati Wonosobo sebagai pcmcgang kekuasaan pengclolaan 
barang milik daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan 
scbagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dan 
bertindak sebagai Pengelola Barang milik daerah. 

7. Pengelola Sarang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah 
pejabat yang berwenang dan Bertanggung jawab melakukan koordinasi 
pengelolaan Barang milik daerah. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pcmbantu 
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadl 

kewcnangan daerah. 
9. SKPD adalah pcrangkal daerah selaku pengguna Bara.ng milik daerab. 

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi 
pengelolaan Barang milik daerah selaku pejabat pengclola keuangan daerah. 

I l. Pengguna Barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerab. 

12. Kuasa Pengguna Be.rang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna 
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk 
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

13. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerirna, 
menyimpan, mcngeluarkan barang dan mengurus barang milik daerah dalam 
proses pemakalan yang ada di seuap satuan kerja perangkat Dacrab/unit kcrja. 

14. Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pcndapatan da.n Belanja Daerah Kabupatcn Wonosobo. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 



Peraturan Bupati ini meliputi taro care pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusa.n 
barang rnililc daerah yairu: 
a. Pemusnahan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; 
b. Pemusnahan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; 
c. Penghapusan barang milik daerah ya,ng berada pada Pengelola Barang; 
d. Penghapusa.n barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

Pasal 2 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau dipcroleh atas Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah atau berasal dari perolehan Iainnya 
yang sah. 

16. Oaftar Barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah. 
17. Pcngclola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bcrtanggung jawab 

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik 

daerah. 
18. Pengguna Ba.rang adalah pejabat pcmegang kcwenangan penggunaan barang 

milik daerah. 

19. Kuasa Pcngguna Barang adalah kepala saruan kerja a tau pejabat yang ditunjuk 
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya, 

20. Penggunaan adalah kegiatan yang clilakukan oleh Pengguna Barang dalam 
mengelola dan menatausahakan barang milik daerab yang scsuai dengan tugas 
dan rungsi instansi yang bersangkutan. 

21. Pemindahtanganan adalab pcngaliban kepemilikan barang milik daerah 
22. Pemusnahan adalah Lindakan mernusnahkan fisik dan/ atau kegunaan barang 

milik daerah. 
23. Penghapusan adalab tindakan mcnghapus barang milik daerah dari daftar 

barang dengan menerbitkon keputusan dari pejabat yang berwena.ng unruk 
mcmbcbaskan Pcngclola Barang, Pcngguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna 
Barang dari ranggung jawab administrasi dan fisilc atas barang yang berada 
dalam pcnguasaannya. 

24. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerab. 



Pasal 3 
I) Bupati selaku Pemegang kekuasaan Barang milik daerah memiliki kewenangan 

dan tanggung jawab: 
a. mcmberikan pcrsctujuan/pcnolakan pcrmohonan Pemusnahan barang mllik 

dacrah; 

b. memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Penghapusan barang 
milik daerah; 

c. menetapkan keputuean Pemusnahan barang milik daerah yang beruda pada 
Pengelola Barang: 

d. menetapkan kcputusan Penghapusan barang mi1ik daerah dari Daftar 
Barang rnilik daerah. 

2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang milik daerah mcmiliki kewenangan 
dan tanggung jawab : 

a. melaksanakan Pemusnahan barang milik daerah yang berada pada Pengelolo 
Barang; 

b. menandatangani Berita Acara Pemusnahan barang milik daerah yang berada 
pada Pengelola Barang: dan 

c. melaksanakan Penghapusan barang rnilik daerah yang berada pada 
Pengelola Barang . 

3) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang milik daerah memiUki kewenangan dan 
tanggung jawab: 

a. melaksanakan Pemusnaban barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang; 

b. mengajukan permohonan Pernusnahan barang milik daerah kepada 
Pengelola Barang; 

c. melaksanakan Pemusnahan barang mi!ik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang; 

d. mcngajukan usul Pcngbapusan barang milik daerah yang berada pada 

Pcngguna Barang; 
e. menandatangani Serita Acara Pcmusnahan barang milik daerah yang berada 

pada Pengguna Barang; dan 
r. melaksanakan Penghapusan barang milik daerah yang status 

penggunaa.nnya bemda pada Pengguna Barang dari Buku lnvcntaris 

Bagian Ketiga 
Kewenangan dan Tanggung Jawab 



Pasal 6 
Pcmusnahan dapat dilakukan terhadap barang milik daerah berupa: 

a. bangunnn; 
b. selaln tanah dan/atau bangunan. 

Bagian Kctiga 
Objck Pcmusnahan barang milik daerah 

Bagian Kedua 
Pihak Pclaksana Pcmusnahan barang milik daerah 

Pasal 5 
Pemusnahan barang milik daerah dilaksanakan olcb: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik dacrah yang berada pada Pengelola Barang; 
b. pengguna barang setelah mcndapat persclujuan bupati, untuk barang milik 

daerah yang berada pada Pcngguna Barang. 

PasaJ 4 

(I) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam Ital: 
a. barang milik daerah tidak dapat digunakan, lidak dapat dimanfaatkan, 

dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 
b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(2) Pcmusnahan barang rnilik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat ( l): 

a. dilakukan dcngan: 
1. dibakar; 
2. dihancurkan: 
3. ditimbun: 
4. ditenggelamkan; 
5. dirobobkan; atau 

6. cara Jain sesuai rlenga.n ketenruan peraruran perundang-undangan. 
b. dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan; dan 
c. dilaporkan kepada Bupati. 

Bagian Kesaru 

Prinsip Umum 

BAB ll 

PEMUSNAHAN 



Pasal 8 
(I) Pengelola Barang melakukan pene.litian terhadap permohonan usulan 

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Pasal 7 

(1) Pengajuan permohonan pcmusnahan barong milik daerah dilakukan olch 
Pengguna Barang kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasao pernusnahan; dan 

b. data barang milik dacrah yang diusulkan pemusnahan. 
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b antara 

lain meliputi: 
a. kode barang; 

b. kode register; 
c, nama barang: 

d. tahun perolehan, 
e. spesifikasi barang; 

t. kondisi barang; 
g. jumlah barang; 

h. bukti kcpcmillkan untuk baraag millk daerah yang harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan; 

L mlai perolehan; dan 
j. nilai buku untuk baning milik daerah yang dapal dilakukan pcnyusutan, 

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) dilengkapi 
dokumen pendukung berupa: 
a. surar pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 

sekurang-kurangnya memuat: 
1. idenritas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; dan 
2. pernyatean bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak 

dapar dimanfaatkan. dan/alau tidak dapat dipindahtangankan atau 
alaean lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. fotokopi bukti kepcmilikan, untuk barang milik dacrah yang harus 
dilengkapi dengan bukti kepemilikan; 

c. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 
dengan kartu identitas barang; dan 

d. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

Bagion Keempat 
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan barang milik daerah 

Yang Berada Pado Pengguna Barang 



Pasal 9 
(1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik dacrah tidak disetujui, Bupati 

mcmbcritahukan kcpada Pcngguna Barang mclalui Pengelola Barang yang 

mengajukan permobonan disertai dengan alasan. 
(2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 

menerbitkan surat persetujuan pernusnahan ha.rang milik daerab. 
(J) Surat perserujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang diserujui untuk dimusnahkan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, 
tahun perolehan, spesiflkasl barang, kondisi barang, jumlah barang. nilai 
pcrolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 
penyusutan; dan 

b, kewajiban Pengguna Barang untuk rnelaporkan pelaksanaan Pemusnahan 

kepada Bupati. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan 
barang milik daerah; 

b. penelitian data administrar.if; dan 
c. penelitian fisik. 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf b 
diJakukan untuk meneliti anta.ra lain: 
a. kode barang; 
b. kode register; 

c. oama barang; 
d. tahun perolehan: 

e. spcsifikasi barang; 
f. kondisi barang; 

g. jumlah barang; 

h. bukti kcpemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan; 

L nilai pcrolehan; dan/ a tau 
j. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusuran. 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru.f c dilakukan dengan 

cara mencocokkan 11si.k barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan 
data administratif sebagaimana dima.ksud pada ayat (3). 

(5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kepada Bupati sebagal bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan 
barang milik daerah, 



Pasal 12 
(1) Bupati melakukan penelitian tcrhadap permohonan usulan pemusnahan 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 
(2) Tata cara penelitian terhadap pennohonan pemusnahan barang milik daerah 

pada Pcngguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). ayat (3), 
dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pcnelitian terhadap 

permohonan pemusnahan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 
(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati 

memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. 
(4) Apabila permohonan pernusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 

menerbitkan surat pcrsetujuan pemusnahan barang milik daerah, 

(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling seclikit memuat: 
a. data barang mitik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, 
tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai 
perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat 

dilakukan penyusutan; dan 

Pasal 11 
{I) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilalrukan oleh 

Pcngelola Barang kepada Bupati. 
(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang serta 

kelengkapan dokumcn pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) bcrlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi 
Surat pcrrnohonan pemusnahan dan serta kelengkapan dokumen dukung pada 
Pengelola Barang. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang 

Pasal 10 
(1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 9 ayat (2), Pcngguna Barang melakukan pemusnaban 
oarang milik daerah. 

(2) Pclaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan 

dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama I (satu) bulan 
sejak tanggal penerbitan surat pcrsetujuan pemusnahan barang milik daerah 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

(3) Bcrdasarkan Serita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah. 



(I) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daltar Barang Kuasa 
Pengguna sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan daJam bal 

barang milik dacrah sudah tidak berada dalam penguasaan Pcngguna Barang 
dan / a tau Kuasa Pcngguna Barang. 

(2) Penghapusan dari Daftnr Sarong Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam 

pcnguasaan Pengelola Barang. 
(3) Penghapusan dari Dafta r Ba rang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pa.sal 14 huruf c dilakuk.an dalarn ha! terjadi penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (J) dan ayat (2) disebabkan karena: 
a. pemindahtanganan ataa barang milik daerah; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuaian bukum tetap dan sudah tidak 

ada upaya hukum Iainnya; 

c. mcnjalankan ketentuan undang-undang: 
d. pemusnahen; atau 

Pasal 15 

Pasal 14 
Penghapusan barang milik dacrah meliputi: 
a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna; 
b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan 
c. penghapusan dari Daftar Barang milik daerah. 

BAB Ul 
PENOHAPUSAN 
Bagian Kesatu 
Prinaip Umum 

Pasal 13 
(1) Berdasarkan pcrsctujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pengelola Barang mclakukan pemusnahan 
barang milik dacrah. 

(2) Pelaksanaan pcmusnaha.n sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama I (satu) bulan 
sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik daerah dari Bupati 

(3) Bcrdasarkan berita acara pemusnahan scbagaimana dimaksud pada ayal (2), 

Pengelola Ba.rang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah. 

b. kewajiban Pengclola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan 
kepada Bupati. 



(1) Pcnghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk barang 
rnilik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan 
penghapusan oteh Pengelola Barang setelah mendapat perserujuan Bupati. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( I) untuk barang 
milik daerah pada Pengelola Ba.rang dilakukan dengan mencrbitkan keputusan 
penghapusan oleh Bupati. 

(3) Dikecualtkan dari ketentuan mendapar persetujuan pcngbapusan Bupati 
sebegaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang 
dihapuskan karena: 
a. pengalihan status penggunaan barang miJik daerah 
b. pemindahtanganan; atau 
c. pemusnahan. 

(4) Bupati dapat mendelegasikan persctujuan pengbapusan barang milik daerah 
berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang 
Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 

Pasal 17 

(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalarn penguasaan Pengelola Barang, 

Pengguna Barang da,i/ aiau Kuasa Pengguna Ba rang disebabkan karena: 
a. penyerahan barang milik daerah; 

b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. pemindahtanganan alas barang milik; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak 
ada upaya hukum lainnya; 

e. mcnjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan: 
f. pemusnahan: atau 
g, sebab lain. 

(2) Scbab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab­ 

sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab 
penghapusan, seperti, hilang karcna kccurian, terbakar, susut, menguap, 
mencair, kacafuwarse, mall, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force 
majeurej. 

Pasal 16 

e. sebab lain. 



Pasal 20 
( l) Penghapusan karcna pengalihan status penggunaan barang milik dacrah kcpada 

Pengguna Ba rang lain sebagaimana dimaksud daJam Pasal 16 ayat ( 11 huruf b 
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuesa Pengguna Barang, 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan setelah Pengelola 
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling lama I [satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal 

Pasal 19 

( l] Perubahan Daftar Ba.rang Pengguna dan/at.au Daltar Barang Kuasa Pengguna 
sebagal akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati harus 
dicanrumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguno Barang. 

(2) Pcrubahan Daftar Barang milik daerah sebagai akibat dari penyerahan barang 
milik daerah dari Pcngguna Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam 
laporan semcsteran dan laporan tahunan. 

Pasal 18 

(l) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 aya< (I) hurur a dilakukan oleh 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Ba rang. 

(2) Penghapusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) dilakukan setelah Pengelola 
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama l (satu) bulan 
diterbitkan oleh Pcngelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima 
penyerahan kepada Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik dacrah sebagairnana 

dimaksud pada ayat (t) kepada Bupa.ti, dengan melampirkan: 
a. keputusan pcnghapusan: dan 
b. Berico. Acara Serah Tcrima pcnycrahan kepada Bupati. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pengetola Barang mclakukan pcnycsuaian pcncatatan barang milik daerah pada 
daftar barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penghapusan Barang milik daerah 

Pada Pcngguna Barang Dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang 



Pasal22 
(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas ba.rang milik daerah sebogaimana 

dimaksud dalarn Pasal 16 ayac (I) huruf c dilakukan oleh Pengguna 

Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
(2) Pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola 

Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik dacrah. 
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lama l [satu) bulan 

diterbickan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Serita Acara Serah Terima . 
(4) Keputusan penghapusan barang rnilik daerah karena pemindahtanganan atas 

barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Serita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan 

dilal<Ukan dalam bentuk penjualan secara Jelang; 
b. Serita Acara Serah Tcrima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan daJam 

bentuk penjualan tanpa lclang, tukar menukar, dan penyertaan modal 
pemerintab dacrah; dan 

c. Berita Acara Serah Tcrima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan 
dilakukan dalarn bcntuk hibah. 

(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan: 
a. Keputusan Penghapusan; dan 
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lclang, dan Naskah Hibah. 

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dirnaksud pada a.yat (3), 
Pengelola Barang menghapus barang milik daerah clari Da!tar Barang milik 

daerah. 

Pasal 21 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari pcngaliban status pcnggunaan barang milik daerah harus 
dicantumkan dalarn Japoran semesteran dan Japoran t.ahunan Pengguna Ba.rang 
dan/atau Kuasa Pengguno Barang. 

(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status 
penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan barang 
milik daerah semesteran dan laporan tahunan, 

a. keputusan pengbapusan: dan 

b, Serita Acara Scrah Terima pengalihan status penggunaan barang milik 

daerah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pcngelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada 
daftar barang milik daerah. 



Pasa124 

{I) Penghapusan karcna adanya putusan pengadilan yang celah mernperoleh 
kekuatan hukum letap clan sudah tidak ada upaya bulrum lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (I) huruf d dilakukan oleh Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang rnenga.ju.kan permohonan penghapusan barang milik daerah 
kepada Pengelola Barang yang sedikitnya mcmuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan: dan 

b. data. barang rnilik dacrah yang climohonkan untuk dihapuskan, diantaranya 
rneliputi tahun perolehan, kodc barang, kode register, nama barang, jenis, 
identitas, kondisi, lokasl, nilai buku, dan/atau nilai perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dnegalisasi/disahkan oJeh 

pejabat berwenang; dan 

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara, 
(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permobonan penghapusan 

barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang rneliputi: 

a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penclitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah 

sebagai objek purusan pengaclilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site uisiq. Jika diperlukan. 
(6) Penelitian Japangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (51 huruf c dilakukan 

untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerab yang menjudi objek 
putusan pengadilan dengan baraog milik daerah yang meajadi objek 
pcrmohonan penghapusan. 

(7) Berdasarkan hasil penclitian sebagairnana dimaksud pada ayat (5), Pengelola 

Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati. 

(!) Pcrubahan Daflar Barang Pcngguna dan/atau DaJtar Bara.cg Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahta.nganan harus dicantumkan 
daJam laporan barang Pengguna/laporan barang Kuasa Pengguna semesteran 
dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang tnilik daerah sebagai akibat dari penghapusan karcna 
pemindahtanganan harus dicantumkan daJam laporan semesteran dan laporan 
tahunan. 

Pasal 23 



Pasal 26 

(lJ Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), 
Pengelota Barang menerbitkan kepurusan penghapusan barang. 

(2) Kepurusan penghapusan sebagelmana dimaksud pada ayat (I) rnenjadi dasar 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang 
mitlk daerah dari Daftar Ba.rang Pengguna den/atau Daftar Barang Kuasa 
Pengguna. 

(3) Kcputusan pcnghapusan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat 
{I) paling lama I [satu) bulan ditcrbitkan oleh Pcngclota Barang scjak tanggal 
pcrsctujuan pcnghapusan barang milik dacrah dari Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati deogan 
melampirkan kepurusan penghapusan barang milik daerah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Peugelola Barang menghapuskan baran,g milik daerah dari Daf\ar Barang Milik 
Dae rah. 

Pasal 25 
(I) Apabila pcrmohonan penghapusan barang milik daerah sebagalmane dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) tidak disetujui, Bupati mclalui Pengelola Barang 

memberitahukan pada Pengguna Barang disertal dengan alasan. 
(2) Apabila pcrmohonan penghapusan barang milik daerah disetujul Bupati 

mencrbitkan surai persetujuan pcnghapusan barang milik daerah. 

(3) Surat persetujuan pcnghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memuat data barang mi!ik dacrah yang disetujui untuk 
dihapuskan, diantaranya meliputi: 
a. kode barang; 

b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun pcrolehan; 
e. spesir.kasi/identitas teknis: 
f. kondisi barang; 

g. jumlah; 
h. nilai perolehan, 

i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; 
dan 

j. kcwajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan 
kcpada Bupati melalui Pengetola Barang. 



Pasal 30 
(!} Apabila Bupati mcnyetujui perrnohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (41, Bupati rnenerbitkan surat persctujuan penghapusan. 

(2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dlmaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang selrurang· 

kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kodc register, nama 
barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jum.Jah, nilai buku, 
dan/atau nilai perolehan; dan 

b. kewajiban Pcngguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan 

kepada Bupati. 

Pasal 29 
(1) Ponghapusan karena metaksanakan keteruuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diawali dengan 
pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna 
Barang kepada Bupati mclalui Pcngclola Barang. 

(2) Permohonan scbagaimana dirnaksud pada ayat (I} paling sedikit memuat: 
a. pcrtimbangan dan alasan penghapusan; clan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, 
nama barang, jenis, idenritas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai 
perolchan. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan 
barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang 
mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati. 

Pasal 28 
(l) Perubahan Daftar Barang Pcngguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 

sebaga] akibat dari putusan pengadilan yang' Lelah mempcroleh kekuatan 
hukum tetap harus dica.ntumkan dalam laporan scmestcran dan laporan 
tahunan Pengguna Ba.rang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Datiar Barang milik daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan 
yang tclah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam 
laporan scmcsteran dan Laporan tahunan, 

Pasal 27 
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 24, Pasal 25 dan Pasal 26 hanya 
dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tctap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 



Pasal 33 

tJ) Penghapusan barang milik daerah karena pcmusnahan pada Pcngguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( l) buruf f diJalrukan olch 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Penghapusan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayal (I) 
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan kcputusan penghapusan 
barang milik daerah. 

(3) Kepurusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 [satu] bulan scjak tanggal 
berita acara pemusnahan, 

(4) Pengguna Barang mcnyaropaikan laporan penghapusan disampaikan kepada 
Bupati dengao melampirkan kepurusan penghapusan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) dan berita aeara pemusnaban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3). 
(5) Berdasarkan keputusan pcnghapusan sebagaimana dirnaksud pado nyat (3). 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik dacrah pada Daftar Barang milik 
daerah. 

Pasal 32 

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peracuran perundang .. undangan 
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna 

Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Baraog. 
(2) Perubahan Daftar Barang milik daerah sebagai akibat dari melaksanakan 

kctcntuan pcraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalarn laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 31 

(!} Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada 

Bupati, dengan mclampirkan keputusan pcnghapusan yang dikeluarkan oleh 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (41. 

(2) Bcrdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (4), Pcngclola Barang mcnghapuskan barang milik daerah dari Daf'tar 
Barang mllik daerah, 

(3) Berdasarkan perscrujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada uyat [I], 
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Oaftar 
Pcngguna Barang dan/atau Oaftar Barang Kuasa Pengguna dengan bcrdasarkan 
keputusan penghapusan Pengelola Barang. 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah seoagaimana climaksud pada ayat 
(3) diterbitkan paling lama I (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal 
persetujuan Bupati, 



Barang tcrscbut, maka tidak menurup kemunglcinan kepada yang 

dari Pejabat yang 
milik claerah/ Pen gurus 

kelalaian dan/ atau kcsengajaan 
menggunakan/ penanggung jawab barang 

Pasal 36 
(1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena 

kecurian sebagairnana dirnaksud dalnm Pasal 35 ayat (3) huruf a harus 
dilengkapi: 
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan 

b. surat kctcrangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang yang 

sekurang-kurangnya memuat: 
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik 

daerah tersebut hilang karena kccurian serta tidak dapat cliketemukan; 
dan 

3. pemyataan apabila di kcmudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusa.n barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur 

Pasal 35 
(1) Penghapusan karena sebab lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l} 

huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik dacrah 
kepada Bupeti melalui Pengelole Barang yang sedikitnya memuat: 
a. pertirnbangan dan alasan penghapusan; dan 

b, data barang milik daerah yang dimohonkan unruk dihapuskan, 
dianta.ranya mcliputi tahun perolehan, kodc barang, kode register, nama 
barang, jenis, idcntitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau nilai 
peroleban. 

(3) Pennohonan pcnghapusan oarang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 

hewan/ikan/tanaman; atau 
c. keadaan kahar iforoe majeure}. 

Pasal 34 
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna 

sebagai akibat dari pernusnahan harus dicantumkan dalam laporan scmcsteran 
dan laporan tahunan pcngguna barang atau lruasa pengguna barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang milik dacrah sebagai akibat dari pemusnahan barus 

dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. 



Pasal 37 
( l) Pengelola Barang mclakuka.n penelitian terhadap permohonan penghapusan 

barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (3). 

(2) Penelitian sebagaimana climaksud pada ayat (l) meliputi: 
a. penelitlan kelayakan pertimbangao dan alasan permohonan penghapusan; 
b. pcnelitian data admin.istratif sedikltnya terhadap kode barang, kode register, 

nama barang, tahun perolehan, spesi(ikasi/identitas barang milik daerah, 
pcnetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik 
daerah yang barus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, 

dan/ atau nilai perolehan; dan 
c. penelitian llsik untuk permobonan penghapusan karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) buruf b dan huruf c jika diperlukan. 

(3) Berdasarkan nastl penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pengelola 
Barang mengajukan pennohonan persetujuan kepada Bupaa untuk 
penghapusan barang milik daerah karena sebab la.in. 

bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai kctcntuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pcnnohonan penghapusan barang rnilik daerah dengan alasan terbakar, susut, 

menguap, mencair, kadaluwarsa, matl unruk hewan/ikan/tanaman 
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b harus dilcngkapi: 

a. identitaa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
b. pemyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Be.rang mengenai 

kebenaran permohonan yang diajukan. 
c. pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa barang 

milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati 
untuk hewan/ikan/1ru1aman; dan 

d. aural pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil 
laporan pemcriksaan/ pcnclitian. 

(3) Permohonan pcnghapusan barang milik dacrah dengan alasan keadaan kahar 
(force majeure) sebagaimana climaksud dalam Pasal 35 ayal (3) huruf c harus 

dilengkapi: 
a. surat ketcrangan dari instansi yang bcrwenang: 

1. mengenai terjacli keadaan kahar (force majeure); atau 
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); 

dan 
b. pernyataan bahwa barang miJik daerah telah terkcna kcadaan kobar (force 

majeure) dari Pengguna Bara.ng/Kuasa Pengguna Barang. 



Pasal 39 
(I) Pengguna Barang menyampalkan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 

melampirkan keputusan penghapusan barang milik dacrah scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4). 
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik dacrah dari Daftar 

Barang milik daerah. 

Pasal 38 

( 1) Apabila pennohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui 

Pcngclola Barang disertai dcngao alasan. 
(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik 
daerah. 

(3) Surat perserujuan penghapusan barang milik dacrah scbaga.imana di.maksud 
pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk 
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. narna barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 

f. kondisi barang ; 
g. jumlah; 
h. nilai perolehan; 
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat clilakukan penyusutan; 

dan 
J. kewajiban Pengguna Barang untuk mclaporkan pelaksanaan penghapusan 

kepada Bupati. 
(4) Berdasarkan persetujuan Bupati scbagairnana dimaksud pada ayat (3), 

Pengelola Barang menetapkan keputusan pcnghapusan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal perserujuan .. 

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkao 

Keputusao Pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 



Pasal q2 
(1) Pengbapusan karena pemindabtanganan atas barang milik daerah kepada 

Piha.k Lain scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat ( 1) buruf c dilakukan 
oleh Pengelola Barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan setelah Bupati 
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Keputusan pengbapusan barang milik daerah sebagairnana climaksud pada ayat 

Pasal q1 

( l) Perubaban Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik 
daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubshan Dafiar Barang milik daeran sebagal akibat dari peoyerahan barang 
mUik daerah kepada Pcngguna Ba.rang harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 40 
(1) Penghapusan karena penyerahan bsrang milik daerah kepada Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat ( l) huruf a dilakukan oleh 
Pengelola Barang, 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan setelah Bupati 
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 

(3) Kcputusan penghapusan barang milik daerah sebagairnana dimaksud ayai (2) 
paling lambat I (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara 
Serah Terima penyerahan kcpada Pcngguna Barang. 

(4) Pengelola Barang mcnyampaikan laporan penghapusan kepada Bupall dengan 
melampirkan kcputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima 
penycrahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan kepurusan penghapusan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), 
Pcngelola Barang melakukan penyesuaian pencat:at:an barang milik daerah pada 
Dafiar Barang milik daerah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Pcnghapusan Barang milik daerah 

Pada Pe.ngelola Barang 

(3) Perubahan Daitar Barang Pengguna dan/ atau Daitar Barang Kuasa Pengguna 
sebagai akibat dari sebab lain harus clicaotumkan dalam laporan scmestcran 

dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Ba.rang. 
(4) Perubahan Oaitar Barang milik daerah sebagal akiba; dari sebab lain harus 

dicantumkan dalarn laporan semesteran dan laporan tahunan. 



Pasal 44 
(!) Penghapusan karcna adanya putusan pcngadilan yang tclah mcmperolch 

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya huk'um lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat [I] huruf d dilakuk'an olch Pcngclola Barang. 
(21 Pengelola Barang mengujukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang 

sckurang-kurangnya memuat: 
a pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang­ 

kurangnya meliputl tahun perolehan, kode barang, kode register, nama 
barang, jenis, identitas, kondiai, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai 
perolehan, 

(3) Pcrmohonan pcnghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan: 
a. salinan/fotokopi putusan pcngadilan yang Lelah dilegalisasi/disahkan oleh 

pejabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokurnen sctara. 

(4) Bupati melakukan penelidan terhadap permohonan penghapusan barang rnilik 
dacrah dari Pengelola Barang sebagaimana dimak'sud pada ayat (3). 

Pasal 43 

(I) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanga.nan 
barang milik daerah harus dlcantumkan dalam laporan barang semesteran da.n 
tahunan Pengelola Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang milik daerah sebagai akibat dari pcminclahtanganan 

barang milik daerah harus dicantumkan dalam Japoran barang milik dacrah 
semestcran dan tab unan. 

(2) paling lambat I (satu) bulan ditcrbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita 

Acara Scrah Terima . 

(4) Pcngclola Barang menyampaikan laporan pcnghapusan kcpada Bupat, dengan 

melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengao: 
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Sera.b Terima, apabila pcmindahtanganan 

dilakukan da lam bentuk penjualan secara !clang; 

b. Berita Acara Serah Tcrima, apabila pemindahtanganan dilakukan daJam 
bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dao penycrtaan modal 
pcmerintah daerah; da.n 

c. Berita Acars Scrah Terima den naskah hibah, apabila pemindahtanganan 
dilakukan dalam bentuk hibah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang milik 

daerah, 



Pasal 46 
Penghapusan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 hanya dilalrukan 
karena adanya putusan pcngadilao yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dan sudah tidak ada upaya bukum lainnya. 

Pasal 45 

(I) Berdasarkan persewjuan Bupati sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7), 
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan be.rang. 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I) Pengelota Barang melakukan penghapusan barang nu1ik daerah dari Oaftar 

Barang Pcngelola .. 
(3) Keputusan penghapusan barang milik daersh ctiterbilkan oleb Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 [satu] bulan sejak tanggal 
perseruiuan, 

(4) Pcngelola Barang menyampaikan laporan pcnghapusan kcpada Bupati dengan 
melampirkan keputusan pengbapusan barang milik daerab. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimnna dimaksud pada ayal (3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang rnilik dacrab dari Oaflar Barang milik 
daerab. 

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. penclitian data dan dokumen barang milik daerah; 
b. penelitian terhadap isi putusan pcngadilan terkait barang milik daerah 

sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan bukum 
tetap dan sudab tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan 

kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan 
pengadilan dengan barang milik daerah yang menjacti objek pennohonan 
penghapusan. 

(6) Dalam ha! permohonan penghapusan barang milik daerah tidak diserujui, 
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

(7) Dalam ha! permohonan penghapusan barang milik daerah disetujul, Bupati 
menerbitkan surat persctujuan pcnghapusan barang milik daerab. 

(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) sckurang-kurangnya memuat: 

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dibapuskan, sekurang­ 

kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tabun 
perolehan, spesifika.~i/ identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, o.ilai buku, 
dan/atau nilai perolehan; dan 

b. kewajiban Pengelola Be.rang unruk melaporkan pclaksanaan penghapusan 
kepada Bupati. 



PasaJ 49 
(II Apabila Bupati menyetujui basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

48 ayat (4), Bupati mcncrbitkan surat persetujuan pengbapusan. 
(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling 

sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang dieerujui untuk dibapuskan, yang sekurang­ 

kurangnyn meliputi kodc barang, kode register, nama barang, 
spesifikasi/identitas teknis, konclisl, jurnlah, nilai buku, dan/utau nilai 

perolehan; 

Pa.al 48 

(I) Penghapusan barang milik daerah karcna melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana climaksud dalam PasaJ 16 ayat (1) burur e 
diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan barang milik dacrab dari 
Pengelola Barang kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) paling sedikit mcmuat: 
a. pertimbangan dan alasan peoghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kodc register, 
nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai 

peroleban. 
(3) Bupati melakukan penelitian terbadap pcrmobonan penghapusan barang milik 

daerab dari Pengelola Barang sebagaimana dilllaksud pada ayat (I). 

(4) Penelitian sebagalmana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerab; 
b. penelitian terhadap peraruran peruodang-undangan terkait barang milik 

daerah; dan 
c. penelitian lapangan (on site visi~, jika diperlukan, guna memastikan 

kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan 
pcrundang-undangan dengan barang milik daerab yang menjadi objek 
permohonan pcnghapusan. 

Pasal47 

(I) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari purusan pengadilan yang 

tclab mcmpcrolcb kckuatan bukum tctap barus dicantumk:an dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang milik dacrab sebagai akibat dari putusan pengadilan 

yang telab memperoleh kekuatan hukum tetap harus clicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan. 



Pasal 52 
( L) Peng)'lapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang 

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (I) huruf r dilakukan dcngan 
ketentuan. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayaL ( I) dilakukan oleh Pengclola 
Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik 
daerah, 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diterbitkan olch Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 
bcrdasarkan berita acara pcmusaahan. 

(4) Pengclola Barang mcnyampaikan laporan pcnghapusan kepada Bupati dengan 
melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat 
(2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3). 

(S) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Pengelola Barang menghapuskan barang milik dacrah dari Daftar Sarong milik 
daerah. 

Pasal 51 

(1) Pcrubahan Daftar Barang Pcngclola scbagai akibal dari melaksanakan 
ketenruan peraruran perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan 
semesteran dan laporan tahunan pengclola barang. 

(2) Perubaban Daftar Barang milik daerah sebagai akibat dari melaksanakan 

ketenruan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan 
semesreran dan laporan tahunan. 

Pasal 50 
(I) Pcngelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dcngan 

melarnpirkan keputusan pcnghapusan. 

(2) Berdasarkan kcputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

ayat (4) Pengclola Barang menghapuskan barang miJik daerah dari Daftar 
Barang milik dacrah. 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pclaksanaan penghapusan 

kepada Gubernur/ Bupati/Walikota. 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupari scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Dartar 
Pengelola Barang berdasarkan kepurusan penghapusan Bupati. 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagalmana dimaksud pada ayat 
(3) diterbitkan oleh Bupau paling lama I (satu) bulan sejak tanggal persctujuan. 



Pasal 54 
(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (I) 

huruf g dilakukan olch Pengclola Barang. 

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik dacrah 
kepada Bupati yang paling sedikit rnemuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang rnilik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di 

antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor 
register, tahun percteban, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai 
buku, dan/atau nilai perotehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat diajukan karena alasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mall untuk 

hewan/ikan/tanaman: dan/at.au 
c. keadaan kahar (force majeure). 

(4) Permohonan pengh .. pusan barang milik d a erah dengan alasan hilang karena 
kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi: 
a. Sul'at Keterangan dari Kepollsian: 
b. Surat Keterangan dari Pengelela Barang yang sekurang-kurangnya mcmuat: 

I. idcntitas Pcngelola Barang; 
2. pernyataan mengcnai atas kebenaran permohonan dan barang milik 

dacrah tcrsebut hilang karcna kecurian serta tidak dapat 

diketemukan; dan 
3. pemyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa 

penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur 
kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus 
Barang tersebut, maka tidak menurup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sankai sesuai ketentuan peraturan 

pcrundang-undangan. 

Pasal 53 
(I) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan ha.rus 

dicantwnkan dalarn laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang, 
(2) Peruba.han Daftar Barang milik daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang 

milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semcsteran dan laporan 
tahunan. 



Pasal 55 
(I) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 

(3) tidak disetuiui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai 
dengan alasan. 

(2) Apabila permcbonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 aya.t 
(3) disetujui, Bupati mencrbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik 

daerah. 
(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat data berang milik daerah yang disetujui untuk 

dihapuskan, yang paling sedikit meliputi: 
a. kode baraag; 

(5) Permohonan penghapusan bamng milik daerah dcngaa alasan tcrbakar, susui, 
menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaaiaa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf b harus dilengkapi: 
a. Identitas Pengelola Barang; 

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kcbenaran permohonan yang 
diajukan; 

c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; <Ian 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilarnpiri basil 
laporan pemeriksaan/ penelitian. 

(61 Perrnohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar 
(force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harua dilengkapi: 
a. surai kcterangan dari instansi yang berwenang: 

I. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau 
2. mcngenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar iforce majeure}; 

dan 
b, pernyataan bahwa barang milik daerah tclah tcrkena keadaan kahar (force 

mqjeure}. 

(7) Bupati melakukan penelitian tcrhadap permohonan penghapusan barang milik 

daerah darl Pengclola Barang sebagaimana climaksud pada ayat (3). 
(8) Penelitian sebagaimana climaksud pada ayat (7) mcliputi: 

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan; 
b. penclitian data administratif sedikitnya terbadap tahun perolehan, 

spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, 
bukti kepemilikan untuk barang milik daerab yang harus dilengkapi 
dengan bukti kepemilikan, nilai bulru, dan/ atau nilai perolehan; dan 

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan. 



BAS!V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. permohonan Pemusnahan dan/atau Penghapusan barang milik daerah yang 

telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum 
memperoleh persetujuan Pengelola Barang, proses selanjutnya mengjkuti 
kctcntuan dalam Pcraturan Bupati ini; 

b. persetujuan Penghapusan barang milik daerah yang telah diterbitkan oleh 
Pengclola Barang sesuai dengan kctcntuan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 17 tahun 2007 teotang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang nulik 
daerah dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 56 
(1) Pcngclola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan 

melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat (4), Pcngclola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar 
Barang milik dacrah. 

(3) Perubahan Daftar Barang milik daerah scbagai akibat dari scbab lain harus 

dicantumkan dalam Iaporan semesteran dan laporan tahunan. 

b. kode register; 

c. nama barang; 
d, tahun perolehan; 

e. spesifikasi/identitas teknis; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. nilai pcrolehan; 

1. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; 

dan 
J, kcwajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan pcnghapusan 

kepada Bupati. 
(4) Berdasarkan perserujuan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

mcnctapkan keputusan penghapusan paling lama I (satu) bulao scjak tanggal 
pcrsetujuan. 

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Pengelola berdasarkan keputusan pcnghapusan scbagaimana dimaksud 
pada ayal (4). 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang menget.ahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraruran Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 
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BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 58 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura.n Bupati 
inl dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Wonosobo. 
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BABY 

KETENTUANPENU'l'UP 

Pasal 58 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diundang)<an. 
Agar seuap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Pcra.tura.n Bupati 
lni dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wooosobo. 



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR .it, 

EKO SUTRISNO WIBOWO 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggaJ /~ Ju>v !l.o!J 
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peratumn Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berira Daerah Kabupaten Wonosobo. 


